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FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 2/MUNAS XI/MUI/ZOZS

Tentang
PAJAK BERKEADILAN
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Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional XI pada tanggal 29 Jumadil
Awal - 2 Jumadil Akhir 1447 H/20-23 November 2025 M, setelah :

MENIMBANG - 2. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terjadi
kontrak hubungan antara negara dan masyarakat untuk
mewujudkan kesejahteraan umum, salah satunya melalui
pembayaran pajak;

b. bahwa selama ini, ada keluhan dari sebagian masyarakat
tentang implementasi pungutan pajak yang dinilai tidak
berkeadilan, seperti kasus kenaikan pajak PBB yang berlipat
ganda dan memberatkan masyarakat;

c. bahwa atas dasar itu muncul pertanyaan dalam masyarakat
tentang pajak berkeadilan menurut hukum syariat; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin a, b, dan ¢,
Musyawarah Nasional XI Majelis Ulama Indonesia tahun 2025
memandang perlu menetapkan fatwa tentang pajak
berkeadilan untuk dijadikan sebagai pedoman.

MENGINGAT - 1. Firman Allah SWT.

a. Ayat al-Qur'an tentang larangan mengambil harta orang lain secara
batil, antara lain;
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“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan
yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu
kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan
sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu
mengetahui.” (QS. al-Bagarah [2]: 188)
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan
harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali
berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa [4]: 29)
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b. Ayat al-Qur'an yang melarang melakukan perkara yang merugikan
orang lain, antara lain;
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“Allah Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan
adill Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak

mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan
menjadi perusak.” (Q.S. Al-Hud (11): 85)
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“Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi
hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.” (Q.S. Al-
Syuara (26): 183)
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“Kepada penduduk Madyan, Kami (utus) saudara mereka, Syu‘aib.
Dia berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada bagimu
tuhan (yang disembah) selain Dia. Sungguh, telah datang kepadamu
bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka, sempurnakanlah takaran
dan timbangan, dan janganlah merugikan (hak-hak) orang lain
sedikit pun. Jangan ( pula) berbuat kerusakan di bumi setelah

perbaikannya. Itulah lebih baik bagimu, jika kamu beriman.” (Q.S.al-
A'raf (7): 85)

c. Ayat al-Qur'an yang melarang membebani orang lain di luar
kemampuan, antara lain;
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“Allah  tidak ~ membebani  seseorang, kecuali  menurut
kesanggupannya.” (Q.S. al-Bagarah (2): 286)
d. Ayat al-Qur'an tentang perintah taat kepada pemerintah;
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“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di
antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuat,
kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika
kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih
baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)’
(Q.S. Al-Nisa’ (4): 59)

e. Ayatal-Qur’an tentang kebolehan melakukan perkara yang dilarang
dalam keadaan terpaksa.
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‘Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah,

daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut
nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa
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(memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak
(pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S.
Al-Bagarah (2): 173)
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“Mengapa kamu tidak mau memakan sesuatu (daging hewan) yang
(ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal, Allah telah
menjelaskan secara rinci kepadamu sesuatu yang Dia haramkan
kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa.
Sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan
mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya
Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.”
(Q.S. Al-An’am (6): 119)

f. Ayat al-Qur'an tentang perintah untuk saling menolong dan
membantu, di antaranya:
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"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar
syiar-syiar (i kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-
bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)
dan gala’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan
(pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan
mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah
bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah
sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka
menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat
melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu
dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah
kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S.
al-Ma’idah (5): 2)
g. Ayat al-Qur'an tentang perintah untuk jujur, transparan, dan
amanah, antara lain;
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati
Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang

dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (Q.S. al-
Anfal (8): 27)
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah

kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah
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memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. al-Nisa (4): 58)

h. Ayat al-Qur’an tentang yang menjelaskan tentang perintah untuk
berbuat baik, antara lain:
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“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah

Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.”.
(Q.S al-Hajj (22): 77)

i. Ayatal-Qur'an tentang perintah menegakkan keadilan, antara lain:
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“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak
(kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak)
dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena
(adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah.

Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”
(Q.S. al-Ma’idah (5): 8)

j. Ayatal-Qur'an tentang perintah mengoptimalkan kekayaan sumber
daya alam, antara lain;
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“Kepada (kaum) Samud (Kami utus) saudara mereka, Saleh. Dia
berkata, “Wahai kaumku, sembahlah Allah! Sekali-kali tidak ada
tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi
(tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu,
mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-
Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha
Memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Q.S. al-Hud (11): 61)

k. Ayat al-Qur'an tentang perintah untuk bekerja di dunia dalam
rangka menggapai akherat, antara lain:
L& fud T AN Ga Eliyal Guli ¥ 5381 5IA00 o alal e 4l
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“Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah
kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu
lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah
kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Q.S. al-Qashash
(28): 77)
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2. Hadis Nabi SAW:

2. Hadis tentang tidak adanya kewajiban menunaikan harta kecuali

membayar zakat:
auddw‘duawﬂh}m@m@uww edd oy 3Rl L5 (=
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“Dari Fatimah binti Qais sesungguhnya dirinya mendengar dari Nabi
Muhammad bersabda, “Tidak ada hak dalam harta selain zakat.”
(H.R. Ibnu Majjah)

b. Hadis tentang larangan mengambil hak milik orang lain, antara lain:
oo i Uy 015 06 55 52 4 52 gt o il B S 2 (2
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“Dari Abdullah ibn Al-Musayyyab ibn yazid dari orang tuanya dari
kakeknya berkata Rasulullah bersabda: ““langanlah salah seorang
di antara kamu mengambil tongkat saudaranya baik main-main

maupun serius. Jika salah seorang di antara kamu mengambil
tongkat saudaranya, maka kembalikankah.” (HR. At- Tirmidzi)

c. Hadis tentang haramnya darah, harta dan kehormatan manusia,
antara lain:
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“Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah berkhutbah pada hari idul

adha, “Sesungguhnya darah, harta dan kehormatan kalian itu
haram bagi kalian.” (HR. Bukhari)

d. Hadis yang melarang segala tindakan yang dapat menimbulkan
mudarat (bahaya) baik bagi diri sendiri maupun orang lain:
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“Dari Abu Said Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu
‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
«Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula
membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah dan al-Daruquthny)

e. Hadis larangan membebani orang lain di luar kemampuan, di
antaranya.
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“Bghwa Shafwan ibn Sulaim mengabarkan dari Iddah Dari putra
sahabat Rasulullah dari bapaknya dari Rasulullah, “Ingatlah!
Barangsiapa  berlaku aniaya terhadap seorang mu’ahad,
menekannya, atau membebaninya dengan beban yang tidak mampu
ia tanggung, atau merampas hak mereka, maka aku adalah orang
yang akan memintakan pertanggungjawabannya (mu’ahad) kelak
di hari kiamat” (HR. Abu Dawud).

Hadis tentang larangan petugas memungut dana secara tidak sah,
diantaranya:
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“Dari Abu Humaid As Sa'idi berkata: "Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al Asad
bernama Ibnu Luthbiyah -Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata- untuk
mengumpulkan harta sedekat (zakat). Ketika menyetorkan zakat
yang dipungutnya, dia berkata: "Zakat ini kuserahkan kepada anda,
dan ini pemberian orang kepadaku." Abu Humaid berkata:
"Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berpidato di atas
mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau
sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut
zakat, dia berkata: 'Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada
anda, dan ini pemberian orang kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk
saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah
kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannyda,
tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat
ketika ia ditugaskan untuk memunguinya, melainkan pada hari
kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu
melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau
kambing yang mengembek-embek.” (HR. Bukhari)

Hadis tentang ketaatan hanya berlaku pada perkara yang ma’ruf,
antara lain:
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“Dari Ali R.A Bahwa Rasulullah bersabda, “Tidak ada ketaatan di

dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma’ruf.” (H.R.
Muslim)
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h. Hadis tentang pengambilan pajak harus berdasar asas kerelaan:
s 3 15 g ke bl o 1 25 6 32 2 53 B3 855 o 5
“Dari Abi Hurrah Al-Raqasyi bahwa Ra;u!uflah bersabda, “Tidak

halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan
dirinya.” (H.R Baihaqi)

i. hadis tentang pajak hanya berlaku bagi orang kaya yang digunakan
untuk membantu orang miskin, di antaranya:

s 2 &) 6 A2 A s ol ol 3 L a1 e 3 ed 2
- % P U S N P S ol ol WEL g O W i
Piasd 1918 I3 Iokle OJB whelsas (453 s yady pdlsal @ elixddl Je

e fpda3s alall a5 i T i e 555 s

“Dari Muhammad ibn Ali Bahwa dirinya mendengar Ali ibn Abi
Thalib Berkata, “Sesungguhnya Allah mewajibkan orang kaya untuk
menyediakan bagian dari harta mereka sesuai dengan kadar yang
dapat mencukupi kebutuhan orang miskin mereka. Jika mereka
lapar dan telanjang (karena tidak memiliki pakaian yang memadai),
mereka berusaha “mencegah” orang kaya, dan Allah pasti akan
meng-hisab mereka pada hari kiamat dan menyiksa mereka karena
hal itu.” (H.R. Baihaqi)

j. Hadis tentang setiap muslim harus mengikuti syarat yang telah
disepakati, diantarnya:
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“Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda “semua orang islam
harus mengikuti syarat-syaratnya”. (HR. Baihaqi).

k. Hadis tentang pemeras tidak akan masuk surga, diantaranya:
Qa5 Y O i e Al oo i Dol Eiaade I pale of Ahe (2

“Dari Ugbah ibn Amir mendengar Rasulullah bersabda “Pemeras
tidak akan masuk surga.” (HR. Abu Dawud).

3. Kaidah fikih:
2l Lgia aiesh Ji plal (35503
"Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah.”
inls 53 4 Y1 L 3l Y e

“Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka
perantara itu menjadi wajib.”
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“Kepentingan umum didahulukan daripada kemaslahatan pribadi.”
Al 3 a3 U3 ¢ aliedl Slall Uass;

“Penangguhan mudharat yang bersifat khusus boleh dilakukan demi
menghindari kemudaratan yang bersifat umum?”.
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"Asal hukum syarat dalam akad adalah sah dan mengikat.”
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“Darurat itu dapat membolehkan perkara yang dilarang.”

1. Pendapat para fugaha, antara lain:Pendapat ulama, antara lain:
a. Larangan mengambil harta secara batil.
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“Adapun memakan harta dengan cara yang batil memiliki dua
bentuk. Pertama, yaitu mengambilnya dengan cara zalim seperti
mencuri, merampok, atau merampas dan sebagainya. Kedua,
yaitu mengambilnya dari sumber yang dilarang, seperti
perjudian, dan sebagainya dari segala bentuk yang diharamkan
oleh syariat. Dan ayat ini mencakup pengharaman semua bentuk
tersebut.” (Wahbah Az_Zuhaili, Tafsir al-Munir fil Agidah was
Syari’ah wal Manhaj, juz 2, hal. 163, Damaskus: Darul Fikr al-
Mu’ashir).
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“langanlah kalian memakannya (harta itu) dengan cara yang
batil, kemudian kamu membawa (urusan) harta itu kepada para
hakim, supaya mereka membenarkan bagi kalian bahwa yang
batil itu adalah hak kalian. Karena ada banyak orang yang
menganggap perbuatan penguasa sebagai pembenaran agar
mereka melakukan hal yang sama, dan itu adalah suatu hal yang
keliru, karena setiap manusia bertanggung jawab atas
tindakannya sendiri.” (Muhammad Mutawali Al-Sya'rawi: Tafsir
wa Khawathir Al-Imam, juz 2, Hal. 488, Kairo: Maktabah Darur
Raudhah)

. Rakyat harus patuh terhadap pemerintah selama kebijakannya

untuk menggapai kemaslahatan umum.
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“Ketika seorang pemimpin pemerintahan memerintah perkara
wajib, maka kewajiban itu makin kuat, bila memerintahkan
perkara sunnah maka menjadi wajib, dan bila memerintahkan
perkara mubah, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan
publik, maka wajib dipatuhi seperti larangan untuk merokok.
Berbeda bila ia memerintahkan perkara haram, makruh atau
perkara mubah yang tidak mengandung kemaslahatan publik, -
maka tidak wajib dipatuhi-“ (Muhammad Nawawi bin Umar Al-
Jawi, Nihayatuz Zain Syarh Qurratul ‘Ain, hal. 112 Beirut: Darul
Fikr).
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“Ketahuilah, bahwa kewajiban mentaati imam dalam perintah
mubah atau sunnah adalah apabila perintah tersebut
mengandung kemaslahatan umum’. (Muhammad Arafah Ad-
Dasuqi, Hasyiyatud Dasugi ‘alas Syarhil Kabir, juz 1, hal. 407
Beirut: Darul Fikr).

c. Pajak ditetapkan sebagai pendapatan negara jika pembiayaan
negara tidak cukup.

oAl a5lang ypadlt Gl spisdl A5 J) Bazis ellad Lala] B33 13 )
Reaki ¥ G ) wis Sl Sadgls JOI &5 Y55 50891
& J1 et 3§ gl 36 b s ¥l e Labgs 5 Yoz K13 alaits
A aily oSN o U3 cailesd 3 S 42 R I i O sl
e SIal8 485 G055 3 1AN Jaladl ) 4y el Gaiad (6353 DS 23

Siimdll iand 45y Lank ¥ Sidsy S
“lika kita mengangkat seorang pemimpin yang dipatuhi dan
perlu menambah jumlah prajurit untuk mengamankan
perbatasan dan melindungi wilayah yang luas, sementara
perbendaharaan negara kosong dan kebutuhan para prajurit
melebihi apa yang mencukupi, maka pemimpin tersebut, jika ia
adil, dapat segera membebankan kepada orang kaya apa yang ia
anggap mencukupi bagi mereka hingga perbendaharaan negara
terisi kembali. Kemudian, ia dapat mempertimbangkan untuk
membebankan ini pada hasil panen, buah-buahan, dan hal-hal
lainnya agar tidak menimbulkan kebencian. Hal ini hendaknya
dilakukan dalam jumlah kecil dari jumlah yang besar agar tidak

ada yang dirugikan dan tujuan tercapai.” (Abu Ishaq Ibrahim Al-
Syatibi, Al-I'tisham, juz 2, hal. 121, Oman: Darul Hadits).

Yo

d. Pajak hanya digunakan untuk kemaslahatan umum dan
memenuhi hajat orang banyak.

ol 2 5h 5 Lale dalian 4 HLY) 4850 S92 ¥ lall s
“Harta publik tidak boleh digunakan kecuali untuk memberi
kemaslahatan umum atau untuk orang yang sangat

membutuhkan.” (Yahya ibn Syaraf Al-Nawawi, Al-Majmu’ Syarah
Al-Muhadzdzab, juz 9, hal. 249, Jeddah: Maktabah Al-Irsyad).

e. Pengelolaan pajak harus transparan ,
s O SIS SB35 oyl B35ad ] 951 s nd ¥ 15928 Tl
AT N ¥ 2 aal ghug ¢ Liaially ¥ Jaall 52 fu ¥
“Dan ketentuan perkara ini adalah larangan mengambil hak
orang lain kecuali untuk kepentingan mendesak yang muncul.
Maka harta yang diambil harus transparan dan tidak boleh
sembunyi-sembunyi. Disalurkan secara adil, tidak mementingkan
diri sendiri dan atas kesepakatan bersama yang tidak otoriter. "
(Al-Qurthubi, Al-Jami’ Li Ahkami Al-Quran, juz 13, hal. 358,
Beirut: Muasasah Al-Resalah).
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f. Penetapan pajak harus dilandasi dengan keadilan.

¥ Ly 35 Ll ¥ Gz (Bl5Ladls Jhall obal e dsia> § S
aeeiiidy 50 alaand he AT 5b Jo 038 W GlAN Alayis

89l
"Dalam mengambil pendapatan haruslah dilandasi rasa keadilan
dan pemerataan, sehingga tidak ada seorangpun yang dituntut
untuk membayar sesuatu yang tidak diwajibkan oleh undang-
undang, dan tidak ada seorangpun yang dibebani melebihi
kemampuan dan kebutuhannya. (Abdul Wahab Khalaf, Al-Siyasah
Al-Syar’iyah Aw Nidham Al-Daulah Al-Islamiyah Fi Al-Syu’un Al-

Dusturiyati Wa Al-Kharijiyah Wa Al-Maliyah, 101, Kairo: Dar Al-
Anshar).

g. Ketentuan syarat pengambilan pajak.
3 bial palss 538 G Hiie O Ll eyl oot Je plllldl (e
b G 3551 &) @il

45y 435 L3350 240 8o F « oty o0 JIal BT (0 548 15 (B3
IV Bt ¥ el § 4ayio 3355 « 232511 (o
“Pemerintah menetapkan sejumlah uang kepada sebagian
rakyatnya setiap tahun, seperti beberapa dirham, yang akan
dibelanjakan  untuk kepentingan  umum. Jika  mereka
membayarnya dengan sukarela, bukan karena takut atau malu
kepada Sultan atau siapa pun, maka boleh mengambilnya. Jika
tidak, hal itu dianggap mengambil uang rakyat secara tidak adil,
dan tidak boleh baginya untuk menggunakannya dengan cara apa
pun. Niat untuk membelanjakannya untuk kepentingan umum
tidak menjadikannya halal. (Abdurrahman Bin Muhammad,
Bughyatul mustarsyidin, juz 2, hal. 185, Jeddah: Darul Minhaj).

35 02 51 Qlalldl e 215 13 F i

h. Menaikkan pajak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan.

)",r

ool 4105 G 385 (106 S 2590 51 § G385 A2 G el

oidy 3805 0 208 ¥ 8 e 5 e S8 tne indd 5 (e 5L 203
455 IS 2B L J5A1 5 Je (655 buslaes canll § Bzl
as8sE, 16 58 Logtad ollalll) £ 63 5i%55 s Jal g5 2u
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“Ketahuilah bahwa sebuah negara pada awal berdirinya biasanya
sederhana sebagaimana pernah kami sebutkan. Karena itu,
kebutuhannya masih  sedikit karena belum mengenal
kemenwahan dan kebiasaan hidup mewah. Pengeluaran negara
pun kecil sehingga pajak yang dipungut Ketika itu mencukupi
bahkan melebihi kebutuhan bahkan masih banyak tersisa.
Namun, tidak lama kemudian negara mulai mengikuti pola
kehidupan kota yang penuh kemewahan dan kebiasaan boros
meniru model negara-negara sebelumnya. Akibatnya, pajak
rakyat semakin besar dan khususnya beban penegluaran
pemerintah meningkat pesat, baik untuk kebutuhan pribadi
maupun pemberian hadiah. Pada keadaan ini pajak yang
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terkumpul sudah tidak lagi mencukupi.” (Abdurahman Ibnu
Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun, juz 1, hal. 346, Beirut: Dar Al
Fikr).

Pemerasan itu dilarang.

s - S TR a: sd = - 2% 4 ot 5 E
el eladtiag 5780 EU35 « clhsgll cagially ool =81 (e S &
a5 A%y H-Jb-"' isfg oelil aSIgEls 4o GUS %G5 ¢ sutie agldllay 4

lezs A2 § dod
“Pemerasan merupakan salah satu dosa yang paling keji dan
pelanggaran yang merusak, karena banyaknya tuntutan
masyarakat untuk dirinya, kedzaliman kepada masyarakat di
tangannya, berulang kali tindakannya, pelanggaran terhadap
hak-hak masyarakat, dan pengambilan uang masyarakat secara
tidak adil serta pembelanjaannya tidak sesuai peruntukannya.”

(Al-Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarhi Al-Nawawi, juz 11, hal.
203, Mesir: Al-Muthabagah Al-Mishriyah Bi Al-Azhar).

& 368 Gpo ol 3023 colisgll plak fre &Ll & asdy sfoalal J15
3355 elil) Laae b8 Gl n 5. 505 sl ol G 43 1305

ks (g Lasail oo pkls Tl 53 caliia gle
“Imam At-Thayibi berkata: Dalam hal ini, Al-Maksu termasuk
daripada paling buruknya perbuatan buruk. Imam Adz-Dzahabi
bahkan menganggapnya sebagai salah satu dosa besar. Beliau
mengatakan: Perbuatan demikian mirip dengan tindakan
perampok, dan lebih buruk daripada pencuri. Apabila ia
menganiaya seseorang dan memberlakukan pungutan baru
kepada mereka, maka ia lebih zalim dan lebih kejam daripada
orang yang adil dalam memungut pajak.” (Abdurrauf Al-Munawi,
Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami’ Ash-Shagir, juz 6, Hal. 449, Mesir:
Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra).

2. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Rapat
Komisi Fatwa dan Rapat Pleno Musyawarah Nasional XI Majelis
Ulama Indonesia 2025 pada tanggal 21-22 November 2025.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT.

MEMUTUSKAN:

: FATWA TENTANG PAJAK BERKEADILAN

: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

: Ketentuan Hukum

1.

Negara wajib dan bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan
seluruh kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

. Dalam hal kekayaan negara tidak cukup untuk membiayai kebutuhan
negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat maka negara boleh
memungut pajak dari rakyat dengan ketentuan sebagai berikut:

Komisi Fatwa Munas XI Majelis Ulama Indonesia




Ketiga

Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan | 12

a. Pajak penghasilan hanya dikenakan kepada warga negara yang
memiliki kemampuan secara finansial yang secara syariat minimal
setara dengan nishab zakat mal yaitu 85 gram emas.

b. Obijek pajak dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk
diproduktifkan dan / atau merupakan kebutuhan sekunder dan
tersier (hajiyat dan tahsiniyat).

c. Pajak digunakan untuk  kepentingan masyarakat yang
membutuhkan dan kepentingan publik secara luas.

d. Penetapan pajak harus berdasar pada prinsip keadilan.

e. Pengelolaan pajak harus amanah dan transparan serta
berorientasi pada kemaslahatan umum (‘ammah).

. Pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak, secara syar'i merupakan milik

rakyat yang pengelolaannya diamanahkan kepada pemerintah (ulil
amri), oleh karena itu pemerintah wajib mengelola harta pajak dengan
prinsip amanah yaitu jujur, profesional, transparan, akuntabel dan
berkeadilan.

. Barang yang menjadi kebutuhan primer masyarakat (dharuriyat)

tidak boleh dibebani pajak secara berulang (double tax).

Barang konsumtif yang merupakan kebutuhan primer, khususnya
sembako (sembilan bahan pokok), tidak boleh dibebani pajak.

_Bumi dan bangunan yang dihuni (non komersial) tidak boleh

dikenakan pajak berulang.

. Warga negara wajib menaati aturan pajak yang ditetapkan

berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3.

. Pemungutan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana

dimaksud pada angka 2 dan 3 hukumnya haram.

. Zakat yang sudah dibayarkan oleh umat Islam menjadi pengurang

kewajiban pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 2 dan 3,
(zakat sebagai pengurang pajak).

: Rekomendasi
ks

Untuk mewujudkan perpajakan yang berkeadilan dan berpemerataan
maka pembebanan pajak seharusnya disesuaikan dengan
kemampuan wajib pajak (ability pay). Oleh karena itu perlu adanya
peninjauan kembali terhadap beban perpajakan terutama pajak
progresif yang nilainya dirasakan terlalu besar.

_ Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber

kekayaan negara dan menindak para mafia pajak dalam rangka untuk
sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah dan DPR berkewajiban mengevaluasi berbagai ketentuan
perundang-undangan terkait perpajakan yang tidak berkeadilan dan
menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.

. Kemendagri dan pemerintah daerah mengevaluasi aturan mengenai

pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai (PPn), pajak
penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan
Bermotor (PKB), pajak waris yang seringkali dinaikkan hanya untuk
menaikkan penghasilan daerah tanpa mempertimbangkan rasa
keadilan masyarakat.

_ Pemerintah wajib mengelola pajak dengan amanah dan menjadikan

fatwa ini sebagai pedoman.

Komisi Fatwa Munas XI Majelis Ulama Indonesia

%



Fatwa MUI tentang Pajak Berkeadilan | 13

6. Masyarakat perlu mentaati pembayaran pajak yang diwajibkan oleh
pemerintah jika digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum
(maslahah ‘ammah).

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
jika di kemudian hari memerlukan perbaikan dan penyempurnaan,
akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat
mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa
ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1]Jumadil Akhir 1447 H.
22 November 2025 M.
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